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GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ QG /B.08/HK /2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka tertib penggunaan Nomor Registrasi

Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan, perlu menetapkan

Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomor Registrasi

Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Lampung;

1. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi

Kendaraan Bermotor;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Lampung;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR
REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Menetapkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas selain yang
dimaksud pada Diktum Kesatu yang telah ada dan digunakan
sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
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Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan

Gubernur Lampung Nomor : G/136/B.07/HK/2017 tentang
Penetapan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

|

TTD .

ARINAL DJUNAIDI

. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

- Kepala Dinas/Badan/Biro/Satuan Kerja yang bersangkutan;
. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
/B.08/HK/2020

NOMOR : G/
TANGGAL

2020

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NOPOL | NOPOL
NO JABATAN LAMA BARU KET
(BE) (BE)
1 2 3 4 5
1 |Gubernur Lampung 1 1
2 |Wakil Gubernur Lampung 2 2
3 |Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 3 3
4 |Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung 4 4
5 |Kepala Pengadilan Tinggi Lampung 5 5
6 |Kepala Pengadilan Tinggi Agama Lampung 6 6
7 |Gubernur Lampung 7 7
8 |Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 8 8
9 |Gubernur Lampung 9 9
10 |Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung 15 10
11 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi 11 1
Lampung
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi 12 12
12 Lampung
13 |Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung 13 13
14 |Inspektur Provinsi Lampung 14 14
15 |Wakil Gubernur Lampung 10 15
16 |Direktur Bank Indonesia Cabang Lampung “ 16 16
17 |Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung 17 17
18 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 18 18
Perwakilan Lampung
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
19 21 19
Lampung
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
20 22 20
Lampung
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
21 23 21
Lampung
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
22 24 22
Lampung




-4 -

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

a3 Provinsi Lampung s #0
24 Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan 2 24
Pembangunan Provinsi Lampung
25 Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya 27 25
“ |Manusia Provinsi Lampung
26 |Rektor Universitas Lampung 64 26
27 |Rektor Universitas Islam Negeri Lampung 65 27
28 [Rektor Institut Teknologi Sumatera Provinsi Lampung 66 28
29 |Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 28 29
30 |Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung 29 30
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
31 31 31
Lampung
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
32 36 32
Lampung
33 |Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 35 33
34 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 32 34
35 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 33 36
Provinsi Lampung *
36 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 34 35
Lampung
37 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi 30 37
Lampung
38 |Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta 86 38
139 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 43
Lampung 39
40 |Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 38 40
41 |Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 39 41
42 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Lampung 40 42
43 |Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung 91 43
44 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Provinsi Lampung 44
45 |Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 63 45
46 |Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung 42 46
47 |Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung 43 47
48 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 44 48
Daerah Provinsi Lampung
49 |Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 46 49
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50

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Lampung 47 50
51 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan 48 51
Transmigrasi Provinsi Lampung
52 |Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 49 52
=- |Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
33 50 53
Lampung
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
54 51 54
Lampung
55 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 52 55
Pintu Provinsi Lampung
56 |Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung 53 56
57 |Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung 54 57
58 |Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 55 58
59 |Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 56 59
60 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan, dan 57 60
Holtikultura Provinsi Lampung
61 |Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 58 61
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
62 62
Lampung
63 |Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 59 63
64 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 60 64
Lampung
65 |Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 62 65
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi
66 67 66
Lampung
67 |Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung 68 67
68 |Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Bengkulu dan Lampung 69 68
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 71 65
69 Provinsi Lampung
70 |Cadangan 70
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
71 70 71
Lampung
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Lampung
72 72 72
dan Bengkulu
73 |Kepala Badan Statistik Provinsi Lampung 73 73
74 |Kepala Balai POM Provinsi Lampung 74 74
75 |Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Lampung 75 75
76 |Kepala RRI Cabang Tanjungkarang 76 76
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77 |Kepala Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Lampung 93 77
78 Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat 77 78
Daerah Provinsi Lampung
79 |Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 78 79
80 Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi 79 80
Lampung
81 |Kepala Biro Umum Sekretariat Dacrah Provinsi Lampung 8] 2]
82 Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sckretariat Daerah Provinsi 82
Lampung
83 |Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 82 83
84 |Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 83 84
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Dacrah
85 o s 84 85
Provinsi Lampung
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
86 85 56
Lampung
87 Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr.Hi. Abdul 87 87
Moeloek Provinsi Lampung '
88 [Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung 88 88
89 |Cadangan £9
90 |Cadangan 90
91 |cadangan 9]
92 |Cadangan 92
93 |Cadangan 93
94 |Cadangan 94
95 |Cadangan 95
96 [Cadangan 96
97 [Cadangan 97
98 |Cadangan 98
99 |Gubernur Lampung 99 929
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